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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20/PMK.07/2020  

TENTANG 

PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL  

PADA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) 

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 35 ayat (2) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana 

Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 
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4. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 220); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN 

KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

  

Pasal 1 

(1) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 

Anggaran 2020 sebesar Rp10.316.654.476.421,00 

(sepuluh triliun tiga ratus enam belas miliar enam ratus 

lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam 

ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas: 

a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 

Rp3.646.538.972.533,00 (tiga triliun enam ratus 

empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh 

delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu 

lima ratus tiga puluh tiga rupiah); dan 

b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

sebesar Rp6.670.115.503.888,00 (enam triliun 

enam ratus tujuh puluh miliar seratus lima belas 
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juta lima ratus tiga ribu delapan ratus delapan 

puluh delapan rupiah). 

(2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelesaian 

sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan 

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019. 

(3) Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan 

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b menurut daerah 

provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun 

Anggaran 2018 sebesar Rp374.277.784.189,00 (tiga 

ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh 

tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus 

delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas: 

1.  Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan 

Pasal 21 sebesar Rp326.633.267.524,00 (tiga ratus 

dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga 

juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua 

puluh empat rupiah); dan 

2.  Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan 

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri sebesar Rp47.644.516.665,00 (empat 

puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat 

juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam 

puluh lima rupiah); 

b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan Tahun Anggaran 2018 sebesar 
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